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Mengingat

SALINAN

BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

BUPATI SUKAMARA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah
wajib melakukan penilaian risiko;

bahwa untuk melaksanakan pengelolaan risiko dalam rangka
peningkatan kualitas penerapan Sistern Pengendalian Intern
Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sukamara;

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4 180);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);



Menetapkan

10.

Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomeor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara
Nomor & Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sukamara Nomor & Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah  Kabupaten Sukamara
Nomor 67);

Peraturan Bupati Sukamara Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penvelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemenntah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara (Berita
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTLUSEKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUKAMARA.,



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Daerah adalah Kabupaten Sukamara.

Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Sukamara.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Rabupaten
Sukamara.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala dacrah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Inspektorat Daerah adalah aparat pengawas intern
pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada bupati.
Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten
Sukamara.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan
pemerintah daerah.

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam
pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, di mana,
kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi schingga
dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang
telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi
kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk
menetapkan level atau status risikonya.

Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan
pengendalian yang sudah ada.

Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah
unit kerja vang bertanggung jawab melaksanakan
pengelolaan risiko.

Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau
pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lhingkungan
pemerintah daerah dan perangkat daerah.

Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP
adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan
dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan
untuk memastikan bahwa  kegiatan tersebut telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana,
atau norma yang telah ditetapkan,



17.

18.

19.

20.

21,

22,

(1)
(2)

(1)

Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau
prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau yang
telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan
dalam mencapai tujuan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode
5 (lima) tahun.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
vang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan tentang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode
1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk
setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
vang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang
memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen vang memuat rencana pendapatan, belanja dan
pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara
umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan
rancangan APBD.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan scbagai acuan bagi
pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan nisiko.
Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan panduan untuk
mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian
tujuan Pemerintah Daerah.

BAB 11
PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesat
Umum

Pasal 3

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan
risiko,



2)

(3

(4

(3)

(1)

(2)

13)

(1)

Pengelolaan  risiko  Pemerintah  Daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas tujuan strategis
Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah,
tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.
Ketentuan umum pedoman pengelolaan risiko diantaranya
meliputi:
a. Pendahuluan;
b. Kebijakan pengelolaan risiko;
e. Struktur pengelolaan risiko;dan
d. Pelaporan.
Pengelolaan risiko dilakukan melalui :
a. Pengembangan budaya sadar risiko;
b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.
Ketentuan umum pedoman pengelolaan risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dilakukan sesuai dengan

nilai-nilai organisasi pada Pemerintah Daerah.

Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui :

a. Sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di
seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja,

b. Internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses
pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan

¢. Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang
mendukung penciptaan budaya risiko.

Bentuk pengembangan budaya sadar risike sebagaimana

dimaksud pada ayat (2], berupa :

a. Pertimbangan  risiko dalam = setiap  pengambilan
keputusan;

b. Sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko;

c. Penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan

d. Pengintegrasian manajemen risiko dalam  proses
organisasi.

Bagian Ketiga
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

Pembentukan struktur pengelolaan risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b terdin atas :
Penanggung jawab pengelolaan risiko;
Koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko;
Unit Pemilik Risiko (UPR);
Komite Pengelolaan Risiko;
Unit Kepatuhan; dan
Penanggung jawab pengawasan.
5
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{2) Struktur pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

{(3) Format struktur pengelolaan risiko sebagaimana sebagaimana
dimaksud pada ayat 12), tercantum dalam
Lampiran [I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan bupati ini.

Paragraf 1
Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko

Pasal &

(1) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko.

(2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menetapkan
arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah,

(3) Bupati bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses
penilaian risiko pada Pemerintah Daerah.

(4) Bupati menetapkan pedoman penilaian risiko Pemerintah
Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

Paragraf 2
Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko

Pasal 7

(1) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan
pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

(2) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan
pengelolaan  risiko  Pemerintah  Daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berwenang mengoordinasikan
pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penyelenggaraan
Pengelolaan Risiko melakukan kegiatan antara lain :

a. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;

b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen
pengelolaan risiko;

c. memfasilitasi proses penilaian risiko; dan

d. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

Paragraf 3
Unit Pemilik Risiko

Pasal 8

(1) Unit Pemilik Risiko (UPR) merupakan unit organisasi yang
bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup
kerjanya.

(2) UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdin atas :

a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah;
b. UPR Tingkat Unit Eselon II; dan
c. UPR Tingkat Unit Eselon III dan IV.

6



(1)

(2)

(3)

(1)

(2]

(3]

Pasal 9

UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri dari :

a. Ketua adalah Bupati, selaku pemilik risiko tingkat
pemerintah daerah;

b. Koordinator Teknis merangkap anggota adalah Kepala
perangkat daerah yang membidang perencanaan;

¢. Anggota adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah.

UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memiliki tugas :

a. menyusun strategi pengelolaan risike di  tingkat
pemerintah daerah;

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat
pemerintah daerah;

c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemenntah
daerah;

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantavan risiko
hasil identifikasi dan analisis risiko; dan

¢. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Struktur UPR Tingkat Eselon Il sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri dari :

a. Ketua adalah Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat
Daerah selaku pemilik risiko tingkat perangkat dacrah;

b. Koordinator Teknis merangkap anggota adalah Sekretars
Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Bidang yvang
menangani perencanaan pada perangkat daerah;

c. Anggota adalah seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban
pada PD yang bersanghkutan.

UPR Tingkat Unit Eselon Il sebagaimana dimaksud pada

avat (1) memiliki tugas :

a. Menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit
eselon [l pada Perangkat Daerah masing-masing;

b. Menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di Tingkat
unit eselon I pada Perangkat Daerah masing-masing;

c. Melakukan identifikasi dan analisis risike terhadap
pencapaian  tujuan dan sasaran strategis Perangkat
Daerah,

d. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko
hasil identifikasi dan analisis risiko; dan

e. Menatausahakan proses pengelolaan nsiko.

UPR Tingkat Unit Eselon Il sebagaimana dimaksud pada

avat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



{1)

(2)

(3]

Pasal 11

UPR Tingkat Unit Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, terdiri dan :

a. Ketua adalah Kepala Bagian/Bidang/Irban selaku
pemilik risiko tingkat kegiatan;

b. Koordinator teknis merangkap anggota adalah Kepala Sub
Bagian/Sub Bidang/Secksi/Pegawai/Staf yang ditunjuk
untuk menangani perencanaan kegiatan pada PD;

c. Anggota adalah seluruh Kepala Sub Bagian/Sub
Bidang/Scksi pada Bagian/Bidang yang bersangkutan.

UPR Tingkat Unit Eselon Il dan IV sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memiliki tugas :

a. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;

b. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko
hasil identifikasi dan analisis risiko; dan

¢. Menatausahakan proses pengelolaan risiko.

UPR Tingkat Unit Eselon Il dan IV sebagaiaman dimaksud

pada avat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Komite Pengelolaan Risiko

Pasal 12

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah

Daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.

(2} Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas :

a. Bupati sebagai Pengarah;

b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua,

c. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian
dan pengembangan sebagai koordinator merangkap
anggota; dan

d. Kepala Perangkat Daerah yang mempunyal program strategis
mendukung visi misi Bupati ditunjuk sebagai anggota.

(3) Komite Pengelolaan Risiko secbagaimana dimaksud pada

ayat (2) mempunyai [Ugas :

a. merumuskan kebijakan, arahan, serta menetapkan hal-
hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari
prosedur normal;

b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko
pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan,
supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan
pemerintah daerah; dan

c. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan
pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada
bupati dengan tembusan kepada inspektur daerah.

(4) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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(1)
(2)

13)

(1)
(2)

(3]

(4)

(2]

Paragraf 5
Unit Kepatuhan

Pasal 13

Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan.

Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas :

a. Memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di
lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
yvang berada di bawah koordinasinya,

b. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak
pengendalian;

¢. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

d. Memantau tindak lanjut hasil revin dan evaluasi
pengelolaan risiko; dan

e, Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan
pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada
Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

Unit Kepatuhan dalam menjalankan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Kepala Bagian di

lingkungan Sekretariat Daerah yang berada di bawah

koordinasinya.

Paragraf 6
Penanggung Jawab Pengawasan

Pasal 14

Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memberikan

keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko

Pemerintah Daerah.

Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan

memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan

pengelolaan risiko.

Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan
risiko pada Pemerintah Daerah;

b. Memberikan  peringatan dini dan  meningkatkan
cfektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan

c. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap
rancang bangun serta implementasi pengelolaan nsiko
secara keseluruhan,

Inspektur Daerah di dalam  melaksanakan  tugas

sehagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh Inspektur

Pembantu.



Bagian Keempat
Penyelenggaraan Proses Penglolaan Risiko

Fasal 15

(1) Proses pengelolaan risiko meliputi :

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;

Penilaian risiko;

Kegiatan pengendalian;

Informasi dan komunikasi; dan

. Pemantauan.

(2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat 1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2
mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

(4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses
manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya
organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

tpo e

Paragraf 1
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 16

(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a,
diperlukan  untuk  menentukan  rencana  penguatan
lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan
budaya risiko dan pengelolaan risiko.

(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan
pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara
mengidentifikasi kelamahan-kelemahan dalam setiap sub
unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 2
Penilaian Risiko

Pasal 17

(1) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
avat (1) huruf b, dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko
vang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi
pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko
vang diperlukan untuk memperkecil risiko.

(2) Penilaian risiko dilakukan atas :

a. Tujuan strategis Pemerintah Daerah;
b. Tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
¢. Tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daecrah.
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(3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf a dilaksanakan
bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera
setelah diselesaikannya RPIMD.

(4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra
Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya
Renstra Perangkat Daerah.

(5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Peranghkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan
REKA-SKPD atau segera setelah diselesaikannya RKA-SKPD.

(6) Proses penilaian risiko meliputi :

a. Penctapan konteks/tujuan;
b. Identifikasi risiko; dan
c. Analisis risiko.

Pasal 18

Penetapan  konteks/tujuan  sebagaimana dimaksud pada
Pasal 17 ayat (6) hurual a terdiri dari :

a. Tahap penetapan konteks/tujuan; dan

b. Tahap penetapan kritena risiko,

Pasal 19

(1) Tahap penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 huruf a bertujuan menjabarkan tujuan
instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis
dan rencana kinerja tahunan.

(2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga
tingkatan vaitu konteks strategis Pemerintah Daerah,
konteks strategis Perangkat Daerah, dan konteks operasional
(kegiatan).

(3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah
sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

(4) Tujuan dalam konteks strategis Perangkat Dacrah ditetapkan
berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana
tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah,

(5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan
berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam
dokumen RKA-SKPD.

Pasal 20

(1) Tahap penetapan kriteria penilaian risike sebagaimana
dimaksud pada Pasal 18 huruf b bertujuan memberikan
pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan
analisis atas risiko-risiko.
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(2)

(1)

(2]

(1)

(<)

Kriteria penilaian risiko meliputi :
a. Skala dampak risiko;
b. Skala kemungkinan risiko; dan
c. Skala tingkat risiko.

Pasal 21

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(6) hurufl b bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang

dapat menghambat pencapaian ftujuan di lingkungan

Pemerintah Daerah wyang meliputi tujuan  strategis

Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah dan

tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.

Tahap pelaksanaan identifikasi risiko sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi kegiatan :

a. Mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat
pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber
risiko, dan dampak risiko; dan

b. Mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam
daltar risiko.

Pasal 22

Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat ()
huruf ¢ merupakan langkah untuk menentukan nilai dari
suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan
dampaknya.

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu
risiko dapat ditentukan tingkat risikonya sebagai bahan
informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.

(3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan :

(1)

(2]

a. Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;

b. Memvalidasi nsiko;

c. Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang
dibutuhkan; dan

d. Menyusun RTP.

Paragraf 3
Kegiatan Pengendalian

Pasal 23

Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 ayat (1) huruf ¢ merupakan tahap untuk

mengimplementasikan RTP.

Implementasi RTP meliputi kegiatan .

a. Pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara
lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
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(1)

(2]

(1)

12)

(2]

(%)

(1)

Paragraf 4
Informasi dan Komunikasi

Pasal 24

Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) huruf d bertujuan memastkan telah
terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif
dalam setiap tahap pengelolaan risiko, sejak penilaian
kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko,
dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan
sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam
melakukan pengelolaan risiko.

Paragral 5
Pemantauan

Pasal 25

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
huruf e dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan
risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang
mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala
Bagian/Bidang, sesuai dengan ruang lingkup dan
kewenangannya.

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah
Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit
Kepatuhan.

Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat
dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku penanggung
jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya.

BAB Il
PELAPORAN
Pasal 26

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko,
Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan risiko,
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{2) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi :

a. Laporan pelaksanaan penilaian risiko oleh UPR;

b. Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR;

c. Laporan berkala kegiatan pembinaan risiko oleh Komite
Pengelolaan Risiko; dan

d. Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan.

[2) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada
avat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko
vang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemda, penilaian
risiko strategis Perangkat Daerah, dan penilaian risiko
operasional Perangkat Daerah.

(4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh UPR disampaikan
kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah
dan Unit Kepatuhan.

(5) Laporan pelaksanaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokukem penilaian
risiko /dokumen rencana tindak pengendalian.

(6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara
semesteran, dan tahunan disampaikan kepada Bupati
dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit
Kepatuhan.

(7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) huruf b untuk tingkat Pemerintah
Daerah dikoordinasikan olch UPR Tingkat Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf a,
sedangkan untuk tingkat Perangkat Daerah dan tingkat
operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UFPR
Tingkat Eselon Il sebagaimana dimaksud pada Pasal 8
ayat {3) huruf a.

{(8) Laporan berkala kegiatan pembinaan oleh Komite
Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ dilakukan secara semesteran dan tahunan,
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada
Sekretaris Daerah.

(9) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan
sebapgaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan
secara semesteran dan tahunan, disampaikan kepada Bupati
dengan tembusan kepada Sekretans Daerah.

(10) Format Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan
bupati ini.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam
Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di SBukamara
pada tanggal 27 November 2023

Pj. BUPATI SUKAMARA,
tid

KASPINOR

Diundangkan di Sukamara
pada Tanggal 27 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd
RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023 NOMOR 31
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKAMARA

KETENTUAN UMUM PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

I. PENDAHULUAN
A, Latar Belakang
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu
untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan
Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan.

. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman

Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman
1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah

Daerah.

2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta

memantau aktivitas pengendalian risikoe di  lingkungan Pemerintah
Daerah.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO
A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko
Konteks pengelolaan risike di Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan
strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan
pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1.

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan
risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah
Daerah yvang tertuang dalam dokumen RPJMD.

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati
bersama Wakil Bupati dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR
di bawah koordinasi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

. Pengelolaan risiko strategis Perangkat Dacrah

Pengelolaan risike strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan
risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang
tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

. Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional
kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen
perencanaan tahunan Perangkat Daerah seperti :

a. Dokumen Perjanjian Kinerja

b. Renja Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah
dilakukan masing-masing pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran
manajemennya selaku UPR Tingkat Eselon 1l dan UPR Tingkat Eselon IIL
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B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang
sama bagi pihak-pihak vang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup
Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko
vang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai
tingkat risiko vang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat
diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut.

1. Skala Dampak Risiko

Lewel Area Dam
Dampak Keuangan Reputasi Kinerja Hukum
"Tidak Jumlah kerugian | Keluhan Pencapaian Jumiah
Signifikan (1) | = Rpl0 Juta stakeholder secara | target Kinerja z | tuntutan
langsung 100% hukum = 5
lizan/tertulis ke kali dalam 35
organisasi tahun
jumlahnya kurang terakhir
dari 3 dalam 1
tahun
Kecil [2) Jumlah kerugian | Keluhan Pencapaian Jurnlah
lebih dari Rpl0 | stakeholder secara | target kinerja di | tuntutan
Juta s.d. RpS0 | langsung atas B80% s.d. | hukum ci
Juta lisan/tertulis ke | 100% atas 5 kali
Organisasi gd. 15 kali
jumlahnya  lebih dalam 5
dari 3 dalam 1 tahun
tahun terakhir
Sedang (3) Jumlah kerugian | Pemberitaan Pencapaian Jumlah
lebih dar RpS5S0 | negatif di media | target kinerja di | tuntutan
Juta s.d. Rpl00 | massa lokal atas 50% s.d. | hukum di
Juta BO%: atas 15 kali
s.d. 30 kali|
dalam o
tahun
terakhir
Signifikan (4] | Jumlah kerugian | Pemberitaan Pencapaian Jumilah
lebih dari Rp100 | negatif di media | target kinegja di | tuntutan
Juta s.d. Rp500 | massa nasional atas 25% s.d. | hukum di
Juta 508 atas 30 kali
sd. 50 Kkali
dalam 5
tahun
terakhir
Sangat Jumlah kerugian | Pemberitaan Pencapaian Jumlah
Signifikan [5) | lebih dari Rp500 | negatif di media | target kinerja s | tuntutan
Juta Massa 25% hukum lebih
internasional dari 50 kali
dalam B
tahun
terakhir
2. Skala Kemungkinan Terjadinya [Probabilitas) Risiko ==
. Level Kemungkinan Kriteria Kemungkinan
Sangal Jarang Terjadi (1) Kemungkinan terjadinya 1 kali dalam
10-20 tahun
Kemungkinan Kecil Terjadi (2) Kemungkinan terjadinya 1 kali dalam 8-
10 tahun
Mungkin Terjadi (3) Kemungkinan terjadinya | kali dalam 1-5
tahun
Kemungkinan Besar Terjadi [4) Kemungkinan terjadinya 1 kali dalam
setahun
Hampir Pasti Terjadi (5) Kemungkinan terjadinya beberapa kali
dalam setahun

3. Skala Nilai Risiko (Matriks Risiko)
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Ill. PENGELOLAAN RISIKO
A. Struktur Pengelolaan Risiko

Stnsktur Pengedolaan Risiko Pemerintah Kabupaten, Kota
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Struktur Pengelolaan Risiko terdiri atas :

1} Penanggung Jawab;

2) Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
3} Unit Pemilik Risiko (UPR},

4) Komite Pengelolaan Risiko;

5) Unit Kepatuhan; dan

&) Penanggung Jawab Pengawasan.

B. Proses Pengelolaan Risiko
Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, sebagai berikut ;
1. Ildentifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian
a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
b, Penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui reviu
dokumen;
¢. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control Environtment
Evaluation (CCE);
d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/ pilihan.
18



2. Penilaian Risiko
a. Penetapan Konteks,/Tujuan
1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan yang akan
dilakukan penilaian risiko;
2) Persiapan penilaian risiko :
a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
b. Identifikasi Risiko
Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian
tujuan diidentifikasi dengan melaibatkan pihak-pihak terkait.
¢. Analisis Risiko
1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
2) Melakukan validasi risiko;
3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan dibutuhkan;
4} Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan
pengendalian;
b} Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam
rangka mengatasi risiko;
c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian;
d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP;
&) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP,
3. Kegiatan Pengendalian
a. Pembangunan  infrastruktur yang meliputi penyusunan atau
penyvempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari
RTP,
b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
4. Informasi dan Komunikasi
Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun dan hasil dari tiap
tahapan pengelolaan risiko.
5. Pemantauan
a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
b. Pemantauan kejadian risiko;
c. Memantau pelaksanaan tiap tahapan pengelolaan risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah

perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko setidak-tidaknya

berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan

Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis
Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis Perangkat Daerah, dan
penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko
atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan
Penilaian Risiko.
Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko
disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Seckretars
Daerah dan Unit Kepatuhan.
Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis
pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang
terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis
perangkat daerah dan tingkat operasional perangkat daerah perlu
dibicarakan dengan Kepala OPD dan pihak yang terkait.

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko
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Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan dan tahunan,
Pelaporan untuk tingkat Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit
Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis dan
tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik

Risiko Tingkat Eselon I1.
Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut :
1. Laporan Tingkat Unit Kerja, meliputi :

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang

ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan vang

ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi :

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis dan
Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani
daerah triwulanan;

b, Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis dan
Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani
daerah tahunan.

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi :

operasional Perangkat
oleh setiap perangkat

operasional Perangkat
oleh setiap perangkat

a. Laporan kompilasi seluruh urusan tingkat strategis Pemerintah Daerah

Triwulanan;

b. Laporan Kompilasi seluruh urusan tingkat strategis Pemerintah Daerah

Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan
kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit

Kepatuhan.

C.Pelaporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan
Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko
disusun oleh Unit Kepatuhan vang disampaikan kepada Kepala Daerah

dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

Pj. BUPATI SUKAMARA,

ttd

KASPINOR
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LAMPIEAN 11

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKAMARA

CONTOH SURAT KEPUTUSAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO

BLIPATY v cirsrnsrinmssspssnigs
KEPUTUSAN BUPATI ......ccooviiiiiniiinnnnnas
bt 1T, LB ] e e e B e
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO
KABUPATEN . ...ocimniminiiaiasiia TAHUIN oicsiviisneniss
BUPATT «.cicicnssaarranannsnnaas
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor
....................... Tahun ......... tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIF) di
Lingkungan Pemerintah ............ ., maka dalam upaya
mengoptimalkan  pengelolaan  risiko pada  tingkat
Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Komite Pengelolaan Risiko Kabupaten

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang
Pembentukan Daerah Tingkat ....... :

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847)
sebapaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

MNegara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

9, Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan  Bupati  ............... HOMOT .oivivainsss
Tahun........... tentang Penyelnggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten
................... (Berita Daerah ........... Tahun ........ Nomor
............... I:

11. Dst

MEMUTUSKAN :

Membentuk Struktur Pengelola Risiko Kabupaten ...,
Tahun ......... dengan susunan tim sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini,

Struktur Pengelola Risiko Kabupaten ................ Tahun ..........
Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan
pengelolaan risiko pemerintah daerah;
¢. Unit Pemilik Risiko (UPR], yaitu :
1. Unit Pemilik Risiko (UPR), yaitu :

a) Bupati sebagai ketua;

b) Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap
anggota;

c) Seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

2, Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 11

a) Seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai ketua;

b) Sekretaris PD/Kepala Bagian/Bidang yang menangani
perencanaan sebagai koordinator teknis merangkap
AnggEoa,;

¢] Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada OPD vang
bersanghkutan sebagai anggota.
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KETIGA

3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III

a) Kepala Bagian/Bidang selaku pemilik risiko tingkat
kegiatan sebagai ketua;

b) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi atau
Pegawai/Btaf vang ditunjuk menangani perencanaan
kegiatan pada OPD sebagai koordinator;

c) Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi pada
Bagian/Bidang yang bersangkutan sebagai anggota.

d. Komite Pengelolaan Risiko, yang terdiri dari :
1. Bupati sebagai ketua;
2. Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota;
3. Kepala Perangkat Daerah vang ditunjuk sebagail anggota.
e. Asisten Sckretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan;
f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

Struktur Pengelola Risike Kabupaten ............... Tahun .
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA rm:milllu
wewenang atau tugas sebagai berikut :

a. Bupati sebagali penanggung jawab pengelolaan nsiko
berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko
pemerintah daerah;

b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan
pengelolaan  risike  pemerintah daerah  berwenang
mengoordinasikan  pengelolaan ristke di lingkungan
pemerintah daerah, yaitu :

1. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;

2. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen
pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan
rapat, dan notulen;

3. Memfasilitasi proses penilaian nsiko;

4. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan,

c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan penilaian risike atas risiko
tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta
melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja
masing-masing.

2. Melaporkan peristiwa risiko wvang terjadi dalam
pelaksanaan kegiatan sehari-har.

3. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capalan
kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu
dalam wunit kerja masing-masing, sebagai indikator
peringatan dini dan sebagai database untuk memprediksi
keterjadian risiko yang akan datang.

4, Menyusun hasil penilaian risiko untuk dilaporkan
kepada Unit Kepatuhan.

5. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko
tentang pelaksanaan pengendalian risiko.

6. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap
pelaksanaan pengendalian.

d. Komite Pengelolaan Risiko
1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut :

a) Menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko
pemerintah daerah;

b) Menetapkan kebijakan penerapan pengelolaan risiko
pemerintah daerah, antara lain kategori nisiko,
kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan
selera risiko.
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c) Menetapkan daftar risiko, peta risiko, dan Rencana
Tindak Pengendalian (RTP] tingkat pemerintah
daerah.

d) Menetapkan  kebijakan  pembinaan  terhadap
pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi
sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan
pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

2. Koordinator memililki tupas sebagai berloat :

a) Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan pengelolaan
risiko pemerintah daerah.

b) Menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan
risiko pemerintah daerah, antara lain kategori risiko,
kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan
selera risiko.

¢] Mengkoordinasikan pembinaan terhadap pengelolaan
risiko pemerintah daerah vang meliputi sosialisasi,
bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan
risiko di lingkungan pemerintah daerah.

d) Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegatan
pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan
kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.

3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut :

a) Membantu ketua menyusun petunjuk pelaksanaan
pengelolaan risiko pemerintah daerah.

b) Membantu ketua dalam menyusun kebijakan
penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah,
antara lain kategori risiko, kriteria risiko, matriks
analisis risiko, level risiko, dan selera risiko.

¢] Melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap
pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi
sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan
pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas
memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit
pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan
perangkat daerah, yaitu :

1. Memantau penilaian risike dan rencana tindak
pengendalian.

2. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian.

3. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit
pengelolaan risiko.

4, Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan
pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan
kepada Bupati cq. Sekretans Daerah.

. Inspektur Daerah sebagal penanggung jawab pengawasan
berwenang memberikan keyakinan yang memadal atas
penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, yaitu :

1. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan
risiko pada pemerintah daerah.

2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan
cfektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi instansi pemerintah.

3. Melaksanakan kegiatan reviua dan evaluasi terhadap
rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko
secara keseluruhan.
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KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini

dibebankan pada ........coeinvenenn. TARUN ANERATEN .covvnnnes
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ........cccvveieinaianes
Pada tanggal
BUPATI ...vcninssunanins

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1.
2.

Pj. BUPATI SUKAMARA,

ttd

KASPINOR
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LAMPIRAN II1

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKAMARA

CONTOH OUTLINE LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN RISIKO

DAN DOKUMEN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

1. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Pemerintah Kabupaten ...........ccooeneee
POOVINSL ....coiiiiiidasiiniciiiiiiiniisanivituning

l. Pendahuluan

A.

D.

Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko
serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang
berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah
vang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah dacrah baik kebijakan
perencanaan sampai ke laporan pengelolaan risiko.

. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di
pemenntah daerah.

Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yvang menjadi batasan konsep dan
konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Il. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A.

Kondisi nglmnga.n Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang
selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan
wajib/pilihan pada pemerintah daerah.

Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki
lingkungan pengendalian vyang mendukung penciptaan budaya
pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

[ll. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A,

Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah daerah,
di mana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan
wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan
visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik risiko terhadap atribut-atribut
risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat
penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak
dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko,
serta penerima dampak risiko).
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V.

C. Hasil Analisis Risiko
Bagian im1 berisi skala risiko, matriks risiko. Hasil Analisis Risiko sesuai
Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil darn analisis dampak
dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan
Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian vang ada di
pemerintah daerah yang terkait dengan risiko vang diprioritaskan untuk
ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. Pengendalian vang masih dibutuhkan
Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian vang masih dibutuhkan
atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan
wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian
vang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah,

Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar

pihak-pihak vang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan

menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk
memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian
yvang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

. Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan nisiko Umit
Pemilik Risiko.

Lampiran
(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta
pengkomunikasian dan monitoringnya)

. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko
a. Pelaporan Unit Pemilik Risiko (UPR)

Laporan Triwulan I,."I]I.I’[[[,FI‘I." F:ngtlﬂlaan Risiko
Pemerintah Kabupaten ..
Provinigl ooveeievsmennnmsnmsemsnmssnrensrmn s mnmnsnnns

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang
Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko
serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risike pemerintah
daerah.

B. Dasar Hukum
Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik berasal
dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang
menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan
perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan
Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko
di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan
konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.
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II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
Triwulan [/11/H1/IV
A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan
I/ T IV
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang
direncanakan pada periode triwulan tersebut, Bagian ini juga dapat
berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.
B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risike Pemerintah Daerah Triwulan
I/ IV
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang
dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai
gap vang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risike dengan
realisasinya.
IIl. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau
hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang
menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan
pengelolaan risiko pemerintah daerah.
IV.Monitoring Risiko dan RTP
Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP,
keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada
triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila
diperlukan pemutakhiran risike dan RTP untuk periode triwulan
berikutnya.
V. Penutup
Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan
risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai
tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai
perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna
meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Lampiran-lampiran
b. Pelaporan Unit Kepatuhan

Laporan Triwulan [/II/1I1/IV Unit Kepatuhan Risiko
Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaben ...
PUEIERIIL i P o R 4 A AL K 8

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama
tentang kegiatan pengendalian vang akan dilakukan dan RTP oleh
pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan,

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan
risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang
dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan,

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR
Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan
pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta
analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang
telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.
Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian vang dibutubkan,
bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab
pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu
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pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan
kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan
hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun
teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit
kepatuhan kepada UPR.

Lampiran-lampiran
c. Pelaporan Komite Pengelolaan Risiko

Laporan Triwulan I/11/111/IV Komite Pengelolaan Risiko
Pemerintah Kabupaben .....c.ococvaimicnnmsnminimmninias
PTOVITIBE .vvsvvnrnrerremsssssrsssssssssssas sasssssasrasansnnns

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama
tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh
Pemerintah Daerah vang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.
Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko
pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan
pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan
risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang
dilaporkan olech UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas
hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan
risiko pemerintah daerah.

C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR
Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan
risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil
fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam
melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun
pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan
pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.

D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan
hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan
pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UFR.
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Form l.a

DONTOH
REEAPTTUVLAS NASIL EVESPONER FENILATAN LINGEUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENYIRDMMENT EVALUATIIN (CEE)

fAREA FEMDA (prmmnmpembolipembab]
Tibun Penilsias

TAWABAN RESPONLIEN (R AAPLLAN
B, F'EIIT.&N‘I'..H..HJ':,FI{LEEEIDHEH. mlmlm]m]s ] u L- KLMOSIONER CFE
a e L
A. | PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIEA MEMADAL
1 | Pegawai mendapatian pesan indegritas & nilai etika secars 21 41 3] 3| 2] 2] 3
rutin dari pimnpinan instansi (Mizaloya keteladanan, pesan bemadal
maoral dll)
2 | Pemda belah memdliks aburan perilaku (misalnys kode etk 3] a| 3] 3| 3] 3| 3
pakia inegritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah Ptemusidai
dikomumikasikan kepaca selurh pe g
3 | Telah swrdapat fungsi khusus di dalam irstansi yang, 2| 4 3] 3| 2| 3| 3
melayani pengaduan masyarakat abis pelangparan aliran Ml
perilaku,kode etik
4 | Pelangparan aturan perilaka, kode etk telal ditindaklargoi | 3| 4 2| 3| 3| 2| 3
sesuni kebenbuan yang berlaky L
8 | KOMITMEN TERHADAF KOMPETENSI R
1 | Standar kompetensi sctiap pegawai / posisi jabatan telsh 3 4] 2| 3| z] 3| 3 -
| ditentukan ) )
2 I'-"n-i_r,.lw.'l.l vang kompesen bedah sevarn bepat mengisi 2] 4] 3] 3| 3] ¥| 12 i
jposisi/pabutan -
% Pt:ﬁ:ﬂrmﬂhdmmphnﬂﬁﬁﬁih,ﬁhlﬁl 2] 3] 2 3] 4] &) 2 FR—
kompetensi pegawai
i | Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan| 3| 3| 3| 3| 2| 3| 3
khuasus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala Mumudai
¢ | EEFEMIMPIMNAM YANG KOMDUSIF EURAMG MEMADAI
1 | Pimpinan telah menesapkan kebijskan pengelotaan risiko 2| 3] 2] 2] 2] 3] =
yang memberikan kepelasan anah pengelolann ristko K.urang Memadas
2 | Pimpinan menerapkan pengelolsan risiko danpengendabian] 3| 3| 3| 4] 3| 3| 3 A
dalamm pelaksanaan tigas dan pengambilan keputusan -
3 | Pimpinan membangun komenikasi vang baik denpan 2] 3| 3] ) 3| z| 3
angruta organisasi unbuk beranl mengunglkapkan risiko dan ARt
sexara berbnaka nenerimaf menggall pelaporan
| risiho/masatah - !
4 | Gaya pimspinan dapat mendorong pegawal unbok 3] 4f 2] 3] 3| 2| 2 I
| meningictican kinevja A . :
3 | Pimpinan menepian Sasaran siraiepis yang selans 313l 3] %] 3| 2| 32 Memad
denygan visi dan misl Pemda —
6 | Bercanasasaran strabegis pemida telah dijabarkan kedalam | 3 | 3| 3| 4 ) 3} 3 ) 3 temnd
sasaran OFD dan tinghkal operasioan] OFD [msomding ) : caldeaail o J ]
7 | Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah 2| 2| 3] 3] 2] 3] 2 i T
| meryajikan informass mergenai risike i |
B | Pimpinan hmranmmdmmgihmwhtdm 21 3] a|] a|] 2] 3] 3 el
pegawal terkait dalem proses pengelolann risiko i — ;
0 | FEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASE YANG SESUAL DEMGAN KEBUTUHAN B MEMADAL
1 &mFUrmntd.uhqhhkumkmu}Ehm}Munﬂhml 3| 3 3| & «] 3] 3 T
begrat
2 mwpdmk dn].mmp:u_-lm belah mempercleh AEIEERIREIEER
kepelasan dan mesnahaind peran dian anggung jawab masing, Pelerrmackai
masing dalam pengelolaan risike o |
i Pegawai yang berugas di OFD m.lp.lkm FEElIl‘I'II Irl:u:p z 3 i| 4 L} 5 ] ——
_dan buban peypwai yang bersifut aifor {sementara)




— PERTANYAAN /KUESIONER JAWABAN RESPONDEN [R) SIMPULAN
R | ke | oex | ma | oms [ me | maodas
a b [4 d
4 | Adarya transparansd dan kebepatan wikii pelaporan 3| a4 3| 3] 4] 3] 3
pelaksanaan peran dan anggung pwab masing-masing Memradil
| dalam penpgelelaan risiko - -
| E | PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT 2 BEEREAIAY
1 Eoriberia ]:ue-_m:le-leguun WA, I:i,ﬂ.lh ditenbukan denm.lr‘ 3 4 3 E | 5 F 3 |
tepat —.
2 .f‘:uﬂdegu.ﬁmwrmd&n b g jawab al o 3] o] a| 3] 3 i sl
3 Krw‘u‘m.npnd.trmumpﬁ']ud& 2| 3] 3] 3] ajz2] 3  Memmdsi
F | FENYUSUMAN DAN PENERAFAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG FEMBINAAN EUBANG MEMADAT
SUMBER DAYA MANLUSIA
1 | Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengebolaan | 2] 3] 2] 3] 3] 2] 3
SO warg benghop (sejak rekrutmen sampad Pebemadial
dengan pemberhentian pegawai) o .
2 | Rekruitmen, retensi. mutasi, menpun promesi pemilien 2| a2z 3} 2] 2| 3 bberriachsi
S0 selah dilakukan dengan baik -
3 Em.e-nl]f pegawal ielah sesoai dengan hlngg'l.mg]mrab:lm Al #f 3 v 4] 5| 3 —
i i budaya sadar ristho afsfalals]z]a Kutaeg Memadai
5 | Adanya pemberian reuard dan/atan pumshment atas 2] 3] x| 2| & 3] 2
pengelolsan risikao (Misalnya mempertimbangian Eursrg Memadal
pertangguanjjawaban pengelolaan rsiko dalam penilaian
|| Kinerie) il —*
L TEI'd.E]‘.nI evaluasi kinerja pn-g.lwu.. dan telak 2l 3] 2] 2| 5] 3] 2
7 lmumu belal mengaleiasikan anggaran yang 2] 3| 2} 1] 3] 2| 2 Kourng blemadal
mrmadai untuk pengembangan SOM L1 _1_
G | PERWUJUDAN FERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF MEMA DAL
1 | Inspekiorat Daerah molakukan revinstas efisiensi; | 3| 3] 3| 4| 3] 3| 3
efektivitas pelaksanaan setiap wnsan program Secarm Memradai
2 | Inspekiorat Dacrab melakukan reviu stas koerpst fua sy 3 3 3 k| x 3 3 M Kl
| hukam dan aturan laanmys - I [eal e T -
3 | Inspekiorat Maerah membertkan lap-um.nf.ﬂﬂ.l.ﬂ.ﬁu 1| 2] 3] 3} 3] x| 3 I
| pererapan pengelolaan ristko dan penyelenggarasn SFIF | |
4 | AFIP telah melaksanakan pengawasan berhasic 3 al i 3 al 3 3 PR
risikn.
5 | Temuan dan saran/ rekomendast pengawasan AFIPeelan | 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3 il
ditindaklanjuti L L. el A IS
H | HUBUMNGAN KERJA ‘I"JnJ"-I'G BMI". DF.‘I"\IGAN ﬂ"-lﬂ-'l-ﬂﬂl FEb_lEﬂMhHTEEﬂI‘I’ ! = MEMADAL
1 Hubungan hﬂﬁ}lnnghﬂlkdim@ui mjarg:n'l.mll.mﬁ 3 3 3 3 3 3 3
vang memdlild keterkaitan operasional telab berbsingien Wi
7| Hibungan oo yang baik dengen ietsmai yang wiaams | 5 3] 3| 4 2| 2] @
fungsi pengawasan; peemriksaan (Inspekionat, BPEF, dan Memada
BIK) beluh berbangun
EEberangan:
Eonkom o dilsl derggan jawsban rispondin
et Juwenvan:

1 1 Tidak Setujuy Beles ada)’ belus dikswargus

I ¢ Kmrang Setujuy Telah dibargun diierapdon, skan fetapl belum knnsisien

% : SetyjuySudah dibangun aton dileraplam dengan baik, tapl masib biss ditingkstkan

4 ¢ Sargal Setujo,Sedab dibacgun stau dibmraplan denggan badk dicn dapad ditularieam ke organisasi laim

Eolom d il dengan simpulan hasil penilaian linglampan pengendstisn tiap persanysan dan kesimpulan tap seb unsur Brgunjen prrgprelaliad

Misad
kesimpular bap pertanyman :
“Tlbemasdai®, muhmwpihhm-ﬂuhlnuilm‘tm”_d#qﬂﬂ-nﬂupnﬁnwmﬂhlmut
hesimpulan sub wmear penprnslaban:
emadal”, spabila sehuruh simpulen tap perisyaens podk soh uesue iescbut lelah “memadal, don “lamang memadat™ spakls endaped dsgelin
periaerpasm pacda sub ureur brsebut yang “Koreeg Memadal”
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Form 1.b

Cantoh CEE Berdamarkan Dokumen
Kondisd Kerentanan Limgkungan Fengemidalian Intsrn

di Pemeringah Daerab XYE
[Hama Fomda : Pemenntah Kabepsien X1E
Tahip Poiaian e
N, Sumber data Uraian Kelemahan Klasifikasi
a b € d
1 |Media massa |- Barrvak lerjadi pencopolan mulast peabat daerab karena Penegakan mbsgritas (i nilad etika
wersanpiuot kasus hulum
[ Tegana: helam ditempathan sesuni dergan komnpetersd dan Komismen terhadap kompetensi

inkah Iﬂﬂlup.lh'l.fﬂ'i hnl.l.unlmﬂ.ﬂnl:p dalam Pemmyusuman dan e aqan kebdagkan yang
prerwrnibun dan pendiseribusizn SOM kesehatan di Puskesmas — |sehat tentang pemindan SC8

unﬂihﬁdqnhmwuﬁjuﬁmmpmdl Eomatmen ferhadap kompsebersi
Fabupaben X bebam mensrihl kebutubhan akan

mmmﬂﬁmmanMMm Peryusunan idan penerapan kebasgakn vang
memperbatikan tingkal ketsstahan dalam pemberian pelayanan  |sehat fentang pembinssn S0
keseluitarn

Inspekioral Darrah belum melakukan audit ket atas Prran APLP yang ookt
pervckngRarsan wrosan kesehatan dalam Hnghat strategis

Telayanan pasien BFES di Kalupaben XY bebam optimal den
terdapat regalasi Dirus Kisehitan Kabapaten X7E tidak benalan | Kepemimgprinan vang kondosi
sebagaimana mestirys vaita ketentuan mengenal prakick Cokter

Kerhranges :

Kaodom a dilsi dengam mommor urut

Kaioen b dilsi dengan sumber daia

Kidoam ¢ diiis] dengam wraian kelemaban jia bimdasarian dass yang sda mevupakan kelemaban, atem
Fookean o ditsl dengen klasifikasi krlemaban sesual sub unaur pida linglongans pesgendalian
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Form 2.a

CONTOH
FENETAPAN EOMNTEKS RSN D STRATEDIE PEMDA

{Mama Pamda . Pamarniah Kabupaban XYZ, Provinsi ABC
Takun Penaian ;2014
Fariode dirikal ; Panode RPJMD Tahun 2019-2023
Siifsed Diaka TRPIND Kabupaten J0YZ Tahun 2019-2023
i :“ﬂbk'l‘i‘"_\ﬂ;‘ﬂ_”%%@-“” R ket
1. Mewujucian Tals Kalcka ntahan Yang Bak
2 Mesujucican Peroepatan Pambangunan Irnfrastrukbur Perkptasn
|Mis: Sirategls REJMD |3 Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia
4. Membangkitkan Ekonomi Kresiil dan Ikl Usaha yang Hondusd
Panetapan konteks Mis| )
et s Pamea |7 MEwuludkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhiak Muka

Tujusn Skategis RPIMD

Tujuan 1.1 Meningkatnya kualias tata kelols pemenntaban
Tiguan 1.2 Meningkatnya kohessvitas masyarakal

Tujuan 2.1 Meningkatnya kualilas ranspofasi

Tujuan 2 2 Manngkatnys Kalayakhunlan

Tujuan 7 3 Manngkainys akses komunikasi dan informasi
Tujuan 7 & Menurunmya risko bencana

Tujuan 25 Meningkainya bualiiss Sngkungan hidup
Tiguan 3.1 Maninghkatinys aksas dan kuaktas pandidikan
Tujuan 3.2 Meningkatnya dorajat kesehatan masyarakat
Tiguan 33 Meningkatnya kessjshbsrann soaial

Tujuan 3.4 Meningkainya pariisipasi pesempusn dalam pembangunan
Tuijuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekoromi
Tujuan 4 3 Meningkatnya pemaraiaan skanami

Penelapan Konleks

Tujuan Risiko Strategis | Tujuan 3 2 Meningkainys deragal kesehatan masyarakat

Peenida
Sagaran 3.2.1 Maningkainys keselamaian b anak
Sasaran 3.2,1 Maningkatnya kualitas keschatan masyarakat

Gasaran RPJMD Sasaran 1.2 Meningkalnys perlaku hidup sahal

. Sasaran 3.2.4 Meningiainys preatasi Olahraga di Kabupaen XYZ

Sesaran 3.2.5 Maninghainya peran serta Femuda dalam pembangunan
Sasaran 3.2 & Meningkainya kesshatan reproduksi

Penatapan Konteks

Sasaran Risiko Sasaran 3.2.2 Meningkairya kualtas kesahalan masyarakal

Strategis Pemda

‘IH].FSII#HHP.HD Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayl, jika angla |

kematian bayl besar, maka usia angka hamapan rerdah

lw kendeks (KL
Rigiko Srategis Pamda

Uista Harapan Hidup adalah ditentukan juméah kemalian bay, (ks angka
kematian Dayi boear, maks usla angka harapan randak,

Pricsiles pembangunan
|damn program unggutan

Frogram Peningkatan Keselamatan fiu Melahirkan dan Anak
Program Peninglatan Palayanan Hesehaian Anak Balta
Program Pencegaban dan Penanggulangan Peryakil Menular
Frogram Standarisas Pelayanan Kesehalan

Peigram Promosl Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarsical
Program Perbalkan Gi Masyaraical

Urusan Pemerintahan | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Hesehatan
D=erah
Dinas Kesahaian
XYL
Mamia Dinas Tertkai Dinas Pamberdayaan Parempuan, Pedndungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APZRE)
Dinas Pekeraan Lmum dan Pensmanan Rakyst

Tujuan, Sasaren, KU dan

Program yang akan
dilakukan penitalan nsiko

Tupuan 3.2 Menmgkatnya derajal kesshatan masyarakast

Sagaran 3.2 2 Maningkainya kualitas kesehatan masyarakat

IKL) Sasaran Lisia Harapan Hidup adalah ditsterrukan umiah kemsatian e
jik angkas kamalian bayi bessr, maka usia angha harapan rondah

Frogram Paningkatan Kesslamatan [bu Melahitkan dan Anak

Dt

Fabupaten K72, ... Seplomber 2018
Bupati XYZ




Form 2.b

CONTOH
PEMETAPAMN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

[Nama Pemda . Pemarintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC

Takhun Panilalan ;20148

Periode yang dinilai : Peripde RPJMD Tahum 2015-2023

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

OPD yang Dinilai : Dinas Kesehatan

Surnber Data Rancangan Awal Rensira Dinas Kesehatan Kabupaten XvZ

Tujuan Strategis Meningkatkan deragat kesehatan masyarakat

1. Meningkatnya Keselamatan lbu, Bayi, Anak dan Reproduksi
Sasaran Strabegis 2. Meningkatrya Kualitas Pelayvanan Kesshatan
3. Meningkatnya Kualites Pelayanan Dasar dan Rugukan,

KL Renstra OPD = IKU 2023
mmxmmmﬂﬂm Fer 100,000 Kelahiran Hidup 57
Angka Kematian Bayi (AKE) Per 1000 Kelahiran Hidup 3.2
MEMHHMMMEMEB}FH1MDHMWI-HUP A6
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang 100
remiliki Kompeiensi Kebidanan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayl Eelum ada
Il Lansia Belum ada
KU Glz E Balum ada
KL Kasahatan Reproduksi Belum ada

[Frogram Program peningkatan keselamatan ibu metahirkan dan anak

Tujuan, Sasaran, KL dan
Program yang akan
dilakukan peniladan risiko

Tujuan Strategls :
Meningkatikan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran Strategis:
Moningkatnya Kesalamatan Ibu, Bayl, Anak dan Reproduisi

KU Strategis:
= Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kedahiran Hidup
- Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kalahiran Hidup"

Program:
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Malahirkan dan Anak

Kebupaten XYZ, ... Seplember 2018
HKepala Dinas Kesahatan

35




Form 2.c

CONTOH
PEMETAPAN HONTERS RISIKD OPERASIONAL OFD
Mama Pemida - Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi A2C
Takwn Penilaian (2018
Periode yang dinilai : Penode RPJMD Tahun 2019-2023
Unzsan Pemenntahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
CPD yang Dendlsi : Dinas Kesehatan =
Sumber Data Renja Dinas Kesehatan Tahun 2018
| Tujuan Sirategis Meningkatian deragal kesehatan masyarakat
1. Pragram Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Dinas 2. Program Perbailkan Gizl Masyarakat

Kesehatan (Renja 2013} [3. Program Peningkatan Pelayanan Kesshatan Anak Balita
dan Kegiatan Litama 4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
5. Program Peningkatan Keselamatan lbu melahirkan dan anak

1. _Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK) 7455 ibu hamil
2. Pertermuan ANC Terpadu 30 orang peserta
3. Sosialisasi pendampingan ibu hami resiko tinggi datam penggunaan
KeluaranHasil Keglatan Buku K& dan Pasca salin dengan pelayanan darah pada sekior 50 orang pessra
eketemal
4__ Pelatihan Managemen erpady Pelayanan Kesshatan Pedull Remaja |20 orang peserta
5__Pelalihan perjaringan uniuk sekalah lanjutan 1 K1 20 orang peserta |

P-rngmm Peningkatan Keselamatan tbu Melahirkan dan Anak
Program, Hegiatan, dan|Kegiatan Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)

| KeluaranHasil ﬂagiahn1ua|um|rHauu Kegiatan:

yang akan dilakukan|{, Terbayarkanya Jaminan

|penilaian risiko 2. Terlaksananya Kegiatan

Kabupaten XYZ, ... Seplembar 2018
Kepala Dinas Kesehatan
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Form 3.c

Karies Koda
_ o idortiftksst Risc Ogarasional GRD
Pmen i FaEupatan KYZ. Prorifi S8C
Meninghatian derjat kesehaten maspacasol
Meninghaiian ssrajal basehoan madae s
LLinipgn WWREh Pedyiigi Dusper Schineg Kpabarijen
Risig Bwtab’| Eampak|
Hindm L= Ptk yarg
Urnlan st Pamilik Uraimn Bumbear Urnlan Turk
] f i ] I i k 1
Pananggu g Bwabee aak Rt whiy | RO0. 15 02, |Rapan Cinks |Berans dosumanias pesien ensTeal |Easmma UC | Pemcayamn oosk capsi segam | Kapais Oumen
201 Henshatins Kapain  |dineghap olh nusah seki AN EERES RO SERE
Mmahrse dun Anak Bidang Kesmas Waspir sk
Fgiaisn. Fenstausanaan [Pangedminisirasian boak tapst wekiu | Rl 1502, | Fepes Dinss Bertas dokUmams pesn WenTEel |ELpame UC | PumBayamn Sosh Sipe! segarm | Fapsis Darah
Jmsinan Persalnan (DK 2.0z Hasshaisn/ Hepaln disrglapl olsh numah seit dreaiaasken Bomak mpit
Wl FiE ) Bidig Fammas L5 145 T
Frapocan Lagomn Anaisasi KBuangan T iwasn: 1802, [Fepan Ginas Wit (P M, T urna] [Esmme UG |Dann DA Trwdss baisings | Fapss Camh
Kbl mangumguban Baminises [02.03 Hessholsn/ Kegals | mesyampaikan ais tidak Bngkap sk dsakirkan cish Kamenkesu | Rumah ssst
Byl pescainen, yei kelasgkepas Bidkueyy Hasmas (TPPRpErT
klaim. barups dokumsnias
FamantEan 2an Fagigain mang osFkas ROG. 1602, |Hapan Cinss Evalinal chanUian soains pads imerral T |Anpgaran Jamparnal Homk [Ginas Fasehman
i e L 004 Hadbhilsn Hephli el jumial bumi miskin pasyg WrRETED 10T
fidaeg Hasmas Bl aspunysl Eminen kidehaiee
lirewa mriayan) empersal
Tarlhsanasy| Faranzandan | Ciata 1w =il mesae yang calum ROC. 1802 |Hepaia Dink Kurangnys koordinasi decgen Oivas  [imermal [+] Famencaraan kureg Iscat
B Easglabin s jarmdnan nsehatan lainmye o ns Rt Kapals ==
|mwmmw Bideng Kesmas
wsa
| ] T Imnerral T
BT E‘nﬁlﬂm Hapan Dinks ie Bda dilabiss C B hAMbaTya peEFaran
!‘" Biderg Kasmas |
Faashi am RO 18 02, |Hepain Dines Tidei ein dabobass Irrberral [+ Randabnyn t@puoasan
jAdamya paston yang masth diksnakan o gy Fasbatatan il B
bidya oied ASSan (doub o ) Bidang Keamas
Fooskeas [ Freses cross check des 0ergan BFJS | ROD. 1502, |Repan Dinas |Forangrys kordinesl imermal T | Tehambsmya pesysran
dan Jarmmiked yang masbuluhkan & 08 Hasiatatin ) Fapaln
lama Kasmas

Keterangan
Eurlern m idsd dengan seniat ur)

B b o e cengan hogedatsy, fujosn begglatass, dan sanasar keglalan sehagalmana ecanum dalam REA SKPT
Eobom ¢ dibe demgam indikanor kineria nujoan, s kbeglalmm

Eolom d diisi dengan sahapan keglaimm

Eokam e diisi dengan sasdan penstiwa yarg merapakan naiks

Klorm £ il derygun Kinde risdn

Kolom g disd dengar Peenilik elsfhy, pliaky unit yang berlanggeng Jawab, berkepentingan uniuk mengeiola Fisiio
Eolomn h dikd dergan prewebel Hmissinga rsiko, Uniuk memmenmaadah dleniiikas] sebab risiln, sebab rislko biss diviegorikan ke dalam M, Moy, Metkod, Aecline . dean Baierial
Enkym | diis dergan sumber risdeo: (eksemal) mieral)
Kphonmn | cliisd chimpgan Bl undt leerjp mamipr erduk meigenal sl penyrbab risikes, abini U jile wrdd berm Sclak dusnim pievgpeadlaliben jwivebab ik
ko k ot dersgan urales akibal yarg Attt i ciso beur-benar berjadl Uniuk sempersadal identifikas Sainpak risike, dampah sk Disa diketegonikan ke dalam. Eedangan, Kineri, Fepulid dan ok
Borkanmn | ks hoggaen il it vang ienderile, ke dampak jiks seike bense-benss kel




Form 4

Marms Permiia : Pemermiah Kabepaten XYL, Provingi ABC
Tahum Penilaian s M
Tujusn Strabegis : Weningkathan decajal Koashsian mekylrakal
i P i rm b s .lhlllnﬂlhl"m Cramar Bidang Fesshatan
Analisis Risiko
Ho. “Risiko™ yang Teridertilikes Eode Rmia Skala !&hm Shkala
£ | -
5 B £ 4 . =
1
1|Pl:nlrl|:||nFer-.|.| 3 i ]
2 ] -] 15
JMMMIHFMMMWMW - 3 ]
A& | v il seslahran Soak o SAdiaE ket 5 3 15
| Risiko B sgim OFD 1; Denas Kesshatan
1 mmmm P 18 9 00 4 3 12
LT 'l ke ik oee gk Sac kAR T ey i clah fermig
iwmlﬁlﬂhmmm }Mﬂﬂmmﬂ? & d B
3 rciung ANC g memadai jns0 1a o oo 4 4 18
& ga kesehalan erdoth A 3 13
1L L eraga karehalar yung enlsesen E a L]
6] Karangays kuaklas lenegs sesehalan yang profegio E Ed 8
7 T hasmil malahickan Taak di iesiilas Resahalan |[pushesmas) i 3 4]
Al D EErEsanal LI .l..- Inlie ot |
1 Perlanggungiawaan lidlah baned v, I;”E""'-{"' 5. 4 3 12
| Perugdimines| rasaias baak apal wikl: R0 500 05 62 4 2 a2
3| Laporan Raaksas Heuangan Trisulan: Kesultan mengumpulan adminsims Fr -] = o
syraral pancaran, yailu oelengkanan kam, benans dosmentas
] e i e TR R 1L 05,04 ] EN 1z
Dl b imd ki a1 D e Jvsinan Kasahatan 1aniya |nm 1804 05,06 & . i
wmmwm
rrursgarn ketubuhan danas bdek e | R ] ] F 4
7| Proses croas check dals dengan BP.I5 dan JBmEESko! yang membulhian |f’“""“’ ps.oy 3 : y
CEHE
Biddarya pasen yang mash dikenakar bava oleh RSMBadan (dooble clam | B0 28001 0808 3 1 )
Erterangan:
Kaolom a disi dengan nomor unst

Kbt by i ddngian vk yang teridentdibast ssoai Logpiras fa duen bl
Knlom ¢ diisi dengam kode risiko sessai lampizan ta dan 6b

Kaotom d diisi dengan skala dampak herdusarian pechitungan rataz-rada modos: skala dampak yang diberikan peserta d sk
Kaolom ¢ diisl dengan skala kemunghkinen berdaarban perhibengas ralo-rata modus skaby kesvungkiran yang diberfian peserta diskusi

Kolom f diisi dengam hasil perkalian antaras skals dampak dam skals kemumglinsm

a1



Sangat Signifikan

MATRIKS

ANALISIS RISIKD

Kemungklnan
Teradinya
Riskka

Hamplr Pasti

Kamungkinan
Bosar

Mungkin

Komunghinan
Kexcil

Sangat Jerang

Risk Tolerance

Risiko dapat ditoleransi dan diterima

Ketarangan :

Risiko dapat ditoleransi dan diterima

a4z



Form 5

Comioh
Horias
Dipfior Rislo Prioriins
|Mama Pomda Pemarintah Rabapstaen Y, Proviesd A5
Tahun Penilagan it ]
| Tujuan Strategls Muring katicen derajal khesehylan manyaraks
Urusan Pemerinkaian Wrussn Wajits Petayanan Dasar Bldsng Hesshatan
Mo P — Wode Risikg | SWaE | Pemik Panycbab Dampak
| & [ a d [ i q
1
1 esphaiar befum FUSP 1000 0 0 15 rﬁﬂ“ 1. SEanE prasanana oehen ELA]
mamanut SPM Bidang Kesshatan Caemh memads AEB nge
(Puskesamas PONED tdak Bk
terseda, ) Penirgkatsn kasus gz buruk
2. Jurinh enags wsseratan | Kasus HIW maningka
Ealiim mamadal Kasus TH meningiat
[Tenags hormknm, ihwwwru
Menudar [PTM] trggi
:;Iuwmwtm
Argka sluming tnggi
2| Ticak seborus by margapal EEE 1H  |WepsEm  |Rurengige arogaran Biai fidak merciapal imunisasi
iminiseE yEng culiup Daerah {pengadaan vaksn munisas rremadal dan Enghap
] e P01
1| Gargna pieeiuk ung ANC kurang RED 12000 o803 46 1““ pelapanan BN tidak
merrada psilia SPM kasahatan
qhmmm-ﬁm |RE0_i8 D2 0207 1B Memngiainye kerraiian ibu dan
kesphafan (pusk esrmos) By aaal maahi®an

Keschatan
i ez hamil mskin yang belum |00 DB 07 (508 16 |Fepats  |Fursngeys koiidieaes deigen | Pisncnan kursng inps)
mamilki jaminan kesaatan &inra Exdang Diras Scsial

Keterangan

Faodoen a diisl demgan nomor unst

Foaciown b il dengan risiko pricvics

Eaodom ¢ ditsl dengan kode risiko

Rooboem o ol dengam skala risiko (sesuad lampsmn 7

Kxdomn ¢ ditsl dengan pemilik risiko sesusd Lampiran da dan 66
Kb F dlitsi dengan penyebab sesual Lamperam sa dan s
Fadeoern g, didsd, dovgais, darnpak sesnss dengan Lamplrsn s dan &b




Kodorm b il dengan Gneddisd leplosnpan pengesdalian yaog kurang memads

Kpbtrmy 5 diitsd dengan e rbad ko yung shan diskukan

Koo o dis dergan pifakdeni perarggung |#swab unouk menyeen ggarakan begiatan perpencaian
Kabom & it deagan barget mukhs peryeieaian AP

Kalom T disi dengas nealissl wakil pesysiscaian ATR



Form 7

Contoh

Penilaian atas Kegiatan Pengendallan yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pamda : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC
Tahun Penilaian : 2018
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Pemilik/
Kode | Uraian Pengendalian Rencana Tindak Target Waktu
s FRANS Eroriing Risiko | yangSudahAda+) | Clan Pengendalian Pengendalian Penangungs |  penyelesaian
a b c d 8 f g h
I|Risiko Stratagis R
1|Pelayanan kesehatan balum REP.19.01. [SOP Pertalongan Prosedur pengendalian tidak |Recruitmen tenaga honorer |Kepala Deerah | Triwulan IV 2019
memaenuhi SPM Bidang Kesshatan [01.02 Persalinan dapat dilaksanakan kasahatan
2|1bu hamil melahidkan tidak di !REP.W.N Perkada feniang |Kuantitas SOM nakes yvang Rekruitmen nakes Kepala Dasrah | Trwulan IV 2018
fasilitas kesahatan 01.04 analisis kebutuhan teriatih kurang cf. Ka BKD & Ka
pegawai Badan Diklat
ll|Risiko Strategis Dinas
Kesehatan _ .
1| Sarana pendukung Ante Matal Care|RS0.15.01. |SOP Kalibrasi Alat Prosedur pangendaliian |Evaluasi atas implamentasi |Kepala Dinas Triwulan | 2018
{ANC) kurang memadai 05.02 belum dilaksanakan SOP Kalibrasi Alat
Standar Pelayanan Prosedur pangandalian |Evaluasi atas implementasi |Kepala Dinas Triwulan 11 2019
Puskemas |belum dilaksanakan Standar Pelayvanan
(Permankes Momor 75 Puskamas
2|Ibu hamil metahirkan tidak di RS0 18.0Z. [SOF penanganan ibu  [Kualitas SOM nakes yang  |Mengadakan pelatihan Kepala Dinas Triweulan || 2019
fasilitas kesehatan (puskesmas)  [02.06 barsalin yang terlatih kurang nakes Kesahatan
menyebutkan bahwa

45




Illrhllm Operasional Dinas

Kesehatan =

1|Data ibu hamil miskin yang belum |RO0_19.01. [Juknis Penggunasn  |Prosedur pengendalian Evaluasi atas implementasi |Kepala Bagian | Triwulan Il 2019
memiliki jaminan kesehatan @innya|05.05 DAK Mon Fisik bealum dilaksanakan (Permenkes Nomaor 3 Tehun
dari kecamatan dan kelurahan (Permankes Nomaor 3 2019)
balum ada Tahun 2018)

Keterangan

Eolom a diisi dengan nomer wrut

Eolom b dits| dengan risika prioritas

Ealorm ¢ difssi dengan kode rislko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama S0P nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali seharl.
Kolom ¢ Diisi dengan alasan tidak efektif:

{1} Eebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

[2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

{3) Kebijakan belurmn dilkut] dengan prosedur baku yang jelas,

{4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya

Kolom fdilsl dengan pengendalian yvang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyvelenggarakan keglatan pengendalian
Kelom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP



Form B

Kolom a ditsi dengan nomar urut
Kaolgm b diisi dengan Kegiaten Pengendalian vang Dibutuhkan
Kol ¢ diisi dengan Media/Bertuk Sarana Pengkomunikasian
Kalorn o dilsi dengan Penyedia Infarmasi

Kalern e disi dengsn Penerima Informasi

Kaleen f diisi dengan Bencana Waktu Pelaksanaan
Kalom g diisi dengan Realikasi Wty Pelaksanaan
Kalom hdiisi denigan Keterangan tambahion, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaidan|utnga, egiatan dokumentasinga, serta keterangan lainnya.

a7

CONTOH
RENCAMNA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIEKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DMBANGLN
Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ
Tahun Panilalan : 2018
Tujuan Strategis : Meninghkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urusan Peamarintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bldang Kesshatan
Medla/Berduk Sarana Rencana Wakta Healisasi Waktu
Mo | Keglaan Pergendadien vang IHbatuhkan Penghomuniasian Parvyudin Informusi Penerima Informasi e, R Keterangan
a b £ d & B h
1 |Racruitmen ten Ramorer kesshatan Ha Sekala /Ba Mrinas Kesohaka Trivwwlam | 209 Februar H9
e [ by ey T Telah dilakanakan dan
ditindaklanjui.
Dukum.&nln!ihnupn nobulen
7 |Reknitmen nakes Surat usulan penambahan |BKD BHEN Trivulan | 2020 Februari 2019
nakes den BKD ke BKN Telah dilakanakan dan
ditindallanjut,
Dokumentasl berupa nobulen
3 |Ewalussi atas imolementasl S0P Alat |Rapat/Surat Edaran Dinas Keschatan Ztaf Dinas keschatan Triwulan [ 30709 |Februari 2009
Kalibrasi perkalt Telah dilakanakan dan
ditinclaklanjuti.
Dokumentasi berupa notulen
4 ka latihan nakes b i 1an la Bida Kepala Dinke Tri I raarh
Nepdintn palatinacn s ol I pela Dinkes = Telah dilakanakan dan
Kiepala Bidang kepada CALIANK Al
Kepala Dinkes Dokumentasi berupa notulen
5 |Evaluas stas imglementas: Standar Rapat,/Surat Edaran Dinas Kesehatan Staf Dinas keschatan Triveulan T 2019 Febraari 2009 I
Palgyanan Puskemag terkalt Telah dilakanakan dan
ditindaklanjuti
Donkumentasi bemipa notulen
6 |Evaluasi atas mplementasi (Pesrmankes  |Rapat/Surat Edaran Dinas Kesehatan Stal Dinas kesehatan |Triwulan 1 2019 Februari 2119 Telah di
Mormar 3 Tahun 201§] terkalt [ lakanakan dan
ditindaklanjuti
Diokumentasi bemipa notulen
Ketarangan




Form 9

CONTOH

REMCANA DAM REALISAS] PEMANTAUAM ATAS KEGIATAN PENGENMDALIAN INTERN YANG DIBLUITUMKAN

Hama Pemds : Pamarintah Kabapaten X¥E
Takun Pas|lakan 1 2018
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urizsan Pamerimahsn : Urusan Wajlb Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Aallas yeig Dibuteblin: | onsiteinde Pumnactouas yong) Fensggung Rab possraditng Beviaam Wk Keterangan
R o St yang Diperiukan Pemantauan Pelaksanaan
Pemantauan
a b c d [ £ i
| |Reknimen tenaga honorer kesahatan Konfirmasi persiapan dan laporan |Kepala Dinas Kesehatan  (Oktober, November, Oktober. November,  |Monitoring telah dilaksanakan,
pelaksanaan kegiatan Direktur BSUD Desember 2009 Desemiber 2015 didokumentasikan, dan
(didistribusikan
z ﬁ;hrul'l;maﬂ nakes Kl;lﬂﬁ[mui,-'p:rnmlaupn BED Semester | Jumd 2019 Monitoring telah dilalksanakan,
berkelanjutan didokumentasikan, dan
dicistribusikan
3 |Evaluasi atas implementas: SOF Alat Kalibrasi | Konfirmasi pelaksanaan Kepala Dinas Kesehatan  |Semester | Juni 209 Monitoring telah dilaksanakan,
Laporan pelaksanaan kegistan Direktur RSUD didokumentasikan, dan
didistribusilan
4 |Mengadakan pelatihan nakes Konfirmasi/ pemantauan Kepala Dinas Kesehatan  |[Semester | Juml 2019 Monitoring telah dilaksanakan,
berkelanjutan Direktur ESUD didokumentasikan, dan
didistribusikan
5 |Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan  |Konfirmasd pelaksanasn Kepala Dinas Kesehatan  |Semester [ Jumi 20189 ri-'lnnil'nrlng talah dilaksanakan,
Puskamas Laporan pelaksanasn kegiatan [Hrektur RELID didokumentasikan, dan
didistribusikan
# |Evaluasi atas implementas| (Permenkes Nomor 3 Konfirmasi pelaksanaan Kepala Dinas Kesehatan  [Semester | Juni 2019 Monitoring belab dilaksanakan,
Tahun 2018) Laporan pelaksanaan kegiatan Dhirektur RSUD didokumentasikan, dan
didistribusikan
Keterangan

Eolom a diisi dengan nomoar wrut
Eolom b dilsi dengan Kegiatan Pengendalian yang Débutubkan

Kolom c dilsi dergan Bentuk/Metede Pemantauan yang Diperlukan
Kolom d dilsi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
Kalom e dilsi dengan Walktu Pelaksanaan Pemantauan
Kalam f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

kolom g disl dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil keglatan pemantauan, pelaksanean monitoring, perdokumentasian, pendistribusian, dan keterangan Rinnya.
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Form 10

COMTOH
FENCATATAN KEJADIAN RISTEC (RISK EVENT) DAN FELAKSANAAN RTF

Hama Pemda : Pomerintah Kabupaten XYZ, Previngl ABC
Tahwn Penikalan ¢ 2018
| Tijusin Sirategis : Meningkathan derajst besahaten masyarakat
Urussn Pamarimtahan :_Urusan Wajlb Palaysnan Casar Bidang Kesshatan
Kejudian Rislko
Remcand Realizanl Pelaksanaan
ot “Hisika” yang Terbdentikas Kode REsika Keteramgan HTP ETP RTF KElardngan
Targgal terjad Sehab Dampak i
1| Rtislko & = 4
1|Palayanan kegahatan belum memenuhl RSP TRCE 0102 [Maret 2019 Jumlak senags  [Kemaisan Bayi | Diis dengan Recrultman 1enaga honom: Trtwulan v Ckinber 2015 Telah dilakanakan,
SPM Bidang Kesshatan Ieshatan Belium keterangan kesahatan efektifitas KTP
et i {tambahan belum dapat diwkur
{Tenaga
Tabscrradisrinain,
dlokier, Wnags
kesehatan) |
2[Tidak saluruh bayl mendapal mmunisasl RGP 007 01,08 |Tidak Terjadi | Tidak Terjads  |Tidak Teriadi  |Tidak Terad]  |Fsskrilmen nakes [¥hwndan 17 Oktober 2018 Telah dilskanakan,
yang cukup afektifias BETP
babuny dapat dimboxr
|Ma=gian/Ricks Band
il Rislko s Dirke Kasahaian By i
1 panduiung SMC kurang [RE01R01 0503 |Tidak Teradi Tikak Terjadi Tidak Terjadi  [Tidak Terjads alas implementas) S0P (Triwulan | |Maret 2009 Telnh dilakanakan
R —— Kalbrasl Alsl dar: ditindaklanjuti
Evakiasl aias implemeniasi Trbwualaes I Bger<1g Telah dilakarakan
Blardar Palayanan Puskamas dars ditindaklanjisti
711k hamil melaniroan Bdak di fasiilas PECI 1% 022 07 |Tidak Terjmdi [ Twlak Tenjudi Tedak Tedadi  [Tidak Teradi adaksn pelatihan nakes Trbwulan Il May-19 Fehh_d_iluhnruhn_
kasahatan (puskasmas) dary ditiredaklnrjati
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